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ABSTRAK

Nama/NIM : Ismatul Rahmi /180301008

Judul Skripsi : Perspektif Ulama Aceh Tentang Perempuan
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Tebal Skripsi : 84 Lembar

Program Studi : Agidah dan Filsafat Islam

Pembimbing I : Musdawati, S.Ag., M.A

Pembimbing 11 : Raina Wildan, S.Fil.l., M.A

Di antara kekuatan masyarakat, perempuan memiliki hak dan
kewajiban yang sama dalam mengisi sistem pemerintahan untuk
mewujudkan kehidupan yang adil dan inklusif. Partisipasi
perempuan sangat diharapkan sebagai upaya dari terbukanya
peluang bagi perempuan dalam bersuara dan terus menunjukkan
eksistensinya dan pandangan dari beberapa tokoh agama dirasa
berpengaruh besar dalam mempengaruhi opini dari masyarakat
terhadap perempuan yang berpolitik. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui pandangan para ulama Aceh melihat
partisipasi perempuan dalam politik Aceh saat ini dan pengaruh
mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian lapangan, serta menggunakan teknik pengumpulan
data berupa wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data
dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengurangan data,
penyajian  data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa  partisipasi politik perempuan di Aceh
semakin terlihat dan terbuka dan tidak ada pandangan dari para
ulama yang melarang perempuan dalam berpolitik ataupun menjadi
kepala negara. Fatwa yang muncul dalam masyarakat biasanya
hanya pada masa Pemilu dan juga dipengaruhi oleh kepentingan
pribadi atau politik uang.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat
yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi
kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan sistem kehidupan dalam
masyarakat. Gerakan perempuan, yang juga dikenal sebagai
gerakan gender atau gerakan politik, sebenarnya berawal dari suatu
gerakan pada akhir abad ke-19 di negara-negara Barat, yang
dikenal dengan sebutan gerakan "suffrage™. Gerakan ini bertujuan
untuk memperbaiki  kondisi  kehidupan perempuan serta
meningkatkan status dan peran mereka. Esensi dari perjuangan
perempuan adalah menyuarakan nasib golongan manusia yang
selama ini kurang mendapat perhatian, yakni kaum perempuan.t

Isu yang akan mempengaruhi peran perempuan dalam dunia
politik berkaitan dengan kepemimpinan dan partisipasinya dalam
bidang tersebut. Kepemimpinan formal mencakup posisi-posisi
seperti Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Pansus, Ketua Delegasi,
dan Ketua Badan, serta jabatan-jabatan lainnya. Secara bertahap,
posisi-posisi kepemimpinan ini mulai ‘diisi oleh perempuan.
Sebagai contoh, Fraksi PDI kini sudah dipimpin oleh perempuan,
dan di jajaran wakil ketua fraksi, Golkar sudah lama memiliki
wakil ketua perempuan.?

Peran perempuan dalam politik mengalami kemajuan yang
cukup pesat seiring berjalannya waktu. Hal ini terlihat dari
peningkatan jumlah perempuan yang berhasil terpilih sebagai
anggota legislatif, khususnya sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu
2009. Pada Pemilu 1999, keterwakilan perempuan mencapai 9%,

! Saparinah Sadli, Pengantar Tentang Kajian Wanita (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 1995), him. 14.
2 Saparinah Sadli, Pengantar Tentang Kajian Wanita, him. 62



pada Pemilu 2004 meningkat menjadi 11,8%, dan pada Pemilu
2009 naik lagi menjadi 18%.3

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU)
No. 68 Tahun 1958 yang meratifikasi Konvensi Hak Politik
Perempuan, yang mencakup berbagai aspek seperti penerapan
kesetaraan kedudukan (non-diskriminasi), hak yang setara untuk
memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan
kebijakan, peluang untuk menduduki posisi dalam birokrasi, serta
hak untuk terlibat dalam organisasi sosial dan politik. Namun,
peningkatan keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor mulai
terasa setelah perubahan pada Undang-Undang Dasar (UUD)
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada pasal 28
H ayat (2), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak
memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan
kesempatan dan manfaat yang setara demi mencapai persamaan
dan keadilan”.#

Kebijakan afirmasi bagi perempuan dalam politik mulai
diberlakukan setelah perubahan. UUD 1945, dimulai dengan
disahkannya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD,
dan DPRD. Di tingkat kelembagaan partai politik, kebijakan ini
diwujudkan dengan kewajiban partai politik untuk mencantumkan
minimal 30% keterwakilan perempuan, baik dalam struktur
pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.®

Aturan ini tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 2
Tahun 2008 tentang i Partai. Politik, yang mengharuskan
"Kepengurusan partai  politik di tingkat  provinsi dan
kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan
ayat (3), harus menyertakan keterwakilan perempuan sekurang-

3 Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”
(makalah doisampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk
Keterwakilan Perempuan, Jakarta, 2 Februari 2010).

# Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”

® Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”

2



kurangnya 30%, yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga masing-masing partai politik ”.°

Masalah sosial yang dihadapi oleh kaum perempuan hingga
saat ini masih menjadi topik yang relevan dan bahkan penuh
tantangan. Pertarungan politik menjadi lebih menarik ketika
muncul kandidat perempuan, sebuah fenomena yang dapat
ditemukan di hampir seluruh dunia, baik di negara maju maupun
berkembang, serta di negara-negara.Islam maupun non-Islam.
Munculnya Megawati Soekarnoputri sebagai- kandidat Presiden
Republik Indonesia pada pemilu 1999 melalui Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) bahkan terpilin sebagai presiden
menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, mengundang
polemik di kalangan masyarakat muslim. Sebagian ulama
membolehkan  kepemimpinannya, = sementara yang lain
menolaknya.

Aceh merupakan sebuah wilayah yang terletak di ujung
Pulau Sumatera. Sepanjang sejarahnya, Aceh pernah menjadi pusat
berbagai kerajaan Islam, seperti Pasi, Pidie, Daya, Lamuri, dan
Aceh Darussalam, yang masing-masing memiliki pengaruh besar
dalam aspek sosial, politik, agama, dan ekonomi. Namun, yang
membedakan Kesultanan Aceh Darussalam adalah pengakuan dan
pemberian posisi setara kepada perempuan, yang diberi kedudukan
sejajar dengan laki-laki.

Posisi perempuan di tahta tertinggi dalam sebuah
kesultanan seringkali ‘menjadi topik yang kontroversial. Untuk
memahami  fenomena sejarah ini, perlu dilihat kembali
perkembangan sejarah umat Islam di masa lalu. Kesultanan Aceh
Darussalam menjadikan Islam sebagai dasar negara dan Qanun
Meukuta Alam sebagai sumber hukum utamanya. Berdasarkan

® Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”



prinsip ini, kedudukan perempuan dipandang setara dengan laki-
laki dalam aspek kehidupan sosial dan kenegaraan.’

Selama sejarahnya, Kesultanan Aceh Darussalam pernah
dipimpin oleh empat perempuan berturut-turut dalam kurun waktu
60 tahun. Mereka adalah Sulthanah Tahul Alam Safiatuddin Syah
(1641-1675), Sulthanah Nurul Alam Nagiatuddin Syah (1675-
1678), Sulthanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688), dan yang
terakhir, Sulthanah Kamalatuddin Syah (1688-1699).

Fenomena kepemimpinan perempuan. di Aceh masih
diperdebatkan keabsahannya sampai saat ini. Walaupun para ratu
pernah berkuasa selama kurang lebih 60 tahun, mereka tentulah
orang-orang yang sangat luar biasa. Apalagi ratu Safiatuddin yang
pernah menjabat selama 35 tahun, tidak lepas dari kenyataan bahwa
peran ulama sangat berperan penting dalam melegitimasi
pemerintahan ratu, seperti Nurudin al-Raniri yang berperan besar
dalam penobatan ratu pertama dan Abdurrauf al-Singkili yang
melanggengkan pemerintahan ratu-ratu Aceh.

Selama masa pemerintahannya, Ratu Safiatuddin yang
memperoleh dukungan penuh dari Nurudin al-Raniri, diangkat
menjadi ratu dengan gelar Sri Sultan Tahul Alam Safiatuddin Syah
berdaulat zZil Allah Fil Alam Ibnat Sultan Iskandar Muda Johan
Berdaulat.’

Ada beberapa kemajuan yang dicapai pada masa Ratu
Safiatuddin. Pertama, dalam bidang politik dan pemerintahan,
Safiatuddin merumuskan kembali Undang-Undang Dasar Kerajaan
Aceh Darussalam yang disebut Qanun atau Adat Meukuta Alam
sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di Kerajaan
Aceh-Kerajaan Islam Asia Tenggara. Kedua, dalam bidang

7 Supriyono, “Konflik Tentang Kepemimpinan Perempuan di
Kesultanan Aceh Darussalam Tahun 1641-1699 M” (Skripsi Sejarah dan
Kebudayaan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), 1

8 Marlinda Irwanti, “Komunikasi Politik Perempuan talaah atas
kepemimpinan Ratu Safiatuddin di Aceh Darussalam abad ke-17” Jurnal Vol.
28, No. 1, (2011), him. 122

® Marlinda Irwanti, “Komunikasi Politik Perempuan talaah atas
kepemimpinan Ratu Safiatuddin di Aceh Darussalam abad ke-17”, hlm 125
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ekonomi. Pemerintahan pada masa ratu sangat stabil karena Aceh
dikenal sebagai jalur niaga dunia. Ketiga, dalam bidang sosial dan
budaya ratu sangat dikenal sebagai orang yang menjunjung tinggi
nilai-nilai adat.

Konflik kepemimpinan perempuan di Aceh berakhir pada
tahun 1699 M ketika Sultanah Kamalat Syah mengundurkan diri
dari tahta kesultanan. Keputusan-ini didorong oleh tekanan besar
dari kelompok oposisi yang-ingin menggulingkan pemerintahan
ratu. Salah satu wversi cerita mengungkapkan bahwa mufti
kesultanan yang baru mendukung kelompok oposisi dan pergi ke
Mekah untuk meminta fatwa dari Mufti Besar Mekah mengenai
keabsahan perempuan sebagai kepala negara. Mufti Besar
kemudian mengirimkan surat ke Aceh yang menyatakan bahwa
perempuan tidak diperbolehkan menjadi sultanah.®

Bahkan setelah  bertahun-tahun  kemudian, posisi
kepemimpinan perempuan di Aceh kembali diisi oleh tokoh
perempuan yang mencalonkan diri menjadi Walikota Banda Aceh.
Beliau adalah Illiza Sa’aduddin. Djamal yang kemudian gagal
dalam Pilkada pada tahun 2017 menyebabkan banyak masyarakat
Aceh menyayangkan akan hal tersebut mengingat Illiza merupakan
sosok yang dianggap mampu memimpin lbukota Provinsi Aceh.

Kekecewaan ini timbul karena setelah konflik, Aceh
mengalami krisis dalam hal regenerasi perempuan yang memiliki
potensi kepemimpinan. Satu-satunya perempuan yang dianggap
pantas dan layak hanya llliza: mengingat prestasi politiknya yang
gemilang dan sudah berpengalaman dalam kancah perpolitikan
Aceh. Ini bukan tanpa alasan, karena beliau pernah menjabat
sebagai Walikota dan juga Wakil Walikota selama lebih dari satu
periode. Di masa kepemimpinannya, Kota Banda Aceh meraih
berbagai penghargaan, dan penerapan syariat Islam juga patut
mendapatkan pujian.

10 Supriyono, “Konflik Tentang Kepemimpinan Perempuan di
Kesultanan Aceh Darussalam Tahun 1641-1699 M”, him 5



Musdawati menyimpulkan bahwa kegagalan pasangan
calon perempuan dalam memenangkan kursi Walikota Banda Aceh
pada Pilkada 2017 disebabkan oleh keraguan yang timbul di
kalangan konstituen. Keraguan ini dipicu oleh pernyataan yang
bertentangan dari dua ulama besar Aceh; satu pihak mengharamkan
kepemimpinan perempuan, sementara pihak lainnya menyatakan
bahwa tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang membatasi peran
politik perempuan. Akibatnya, konstituen lebih memilih untuk
menjaga posisi aman dengan menarik dukungannya dari calon
pemimpin perempuan. Hasilnya, perempuan terancam kehilangan
tempatnya dalam dunia politik.**

Fenomena ini menarik karena Aceh memiliki sebuah
lembaga ulama yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan
Ulama (MPU). MPU merupakan lembaga independen yang tidak
berada di bawah struktur Pemerintah Daerah maupun DPRD.
Sebagai mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, MPU
berfungsi untuk memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan,
nasihat, serta saran terkait kebijakan daerah dari perspektif Syariat
Islam, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat
setempat.*?

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh adalah
lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dengan badan eksekutif,
legislatif, dan institusi lainnya. MPU terdiri dari ulama,
cendekiawan, dan pemimpin Muslim di Aceh yang bekerja sama
untuk merumuskan ide dan mengambil keputusan secara kolektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat banyak aspek yang
perlu dipahami dan dianalisis guna memperluas wawasan terkait
isu perempuan yang menjadi polemik besar dalam masyarakat.
Pendapat dari para ulama berpengaruh besar dalam menentukan
nasib perempuan di Aceh dalam menjawab persoalan politik
perempuan karena pendapat dari ulama lah naik dan turunnya

11 Lailatussaadah, “Gender Equality: International Journal of Child and
Gender Studies” Jurnal Vol. 3, No. 2, (2017), him. 101

12 Hasanuddin Yusuf Adan, Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh
(Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009), him. 56
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pemerintahan yang dipimpin oleh perempuan. Situasi ini
mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam melalui penelitian
mengenai “Perspektif Ulama Aceh Tentang Perempuan Dalam
Politik”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti
memfokuskan penelitian ini_-untuk menggali hak-hak politik
perempuan dalam Islam serta pandangan para ulama mengenai
peran perempuan dalam dunia politik. Hal ini difokuskan karena
melihat beberapa hal yang menjadi persoalanyang dirasa
mendalam untuk diteliti dan MPU Aceh mempunyai peran penting
untuk menjawab persoalan terkait hal ini.

Fungsi sosial politik dapat diartikan sebagai upaya untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang
kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi dari baik
laki-laki maupun perempuan.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah:
1. Bagaimana partisipasi politik perempuan di Aceh?
2. Bagaimana pandangan Ulama Aceh tentang hak politik dan
partisiapasi perempuan-di Aceh?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Untuk mendeskripsikan apa saja hak politik perempuan dalam
Islam menurut ulama Aceh.
b. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Ulama terhadap
partisipasi perempuan dalam politik.



2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara
teoritis dan memperluas wawasan bagi pembaca, serta
menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang
perpolitikan bagi perempuan. Sehingga dapat dilihat secara sudut
pandang para tokoh ulama terhadap perempuan yang berada dalam
perpolitikan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi
ilmiah dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, serta
memperkaya pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti. Bagi
masyarakat, penelitian ini memiliki nilai penting sebagai sumber
pemahaman mengenai perpolitikan perempuan.
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